
BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALTIKU UTARA

PERATURAT{ BUPATI HAI,MAIIERA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KER",A PTMBANGUTIAN DAERJAH (RKPDI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATX HALMAHERA BARAT,

il4enimLrang ; a. bahu'a untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat \2) Peraturatr
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahuir 2Ol7 tentang Tata Cat'a

lierencanaan, Pengendalian dnn Evaluasi Pembangunan Deterah, Tata Ca.ra

livaluasi Rancanga.n Peraturan Daerah tenlang Rencana Pernbangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Fembangllnan .ialgktr N{enengah

Daerah serta Tata Cat'a Perubahal Rencana Pembangunan Jangka Fanjang
llaerah, Rencana Pembangunan Jangka Mernengah Daerair rla-n ftencana
Kcria Pernerintah L)aerah, perlu mengatur Rencana Kerja Pemerintal-l
Daerah Tahun 2A22 d,alam Peral,uran l3upati;

Mengingat

b. bahwa trerdasarka-n pertirnbangan sebagaimana dimaksud hurul'a, perlu
menetapkan Perat-uran Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daeratr
Klrbnpaten Hairnahera Barat Tahun 2422.

1. Undang-undang Nornor 60 Tahun 1958 tentang Fenetzrparr Llndnng-
undang Nornor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan I)aerah-
daerah Swatantra Tingkat II daiain Wilayah Daerah Srvalautra Tingkat I
Maluku Utara menjtrdi Undnng-r:nrlang (Lembaran Negara RI Tahun 1958
Nomor 80,'farnbairun Lembaran Negara RI Nomor 165);

2. Undang-urrdang Nornor 4(t Tahun 1999 tentang Pembentukan Pro'rinsi
i\{aluku Utara, Kabupat.en Iluru dan Kabupaten Maluku Tenggara Bara1,
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Unclang-ttndang Nomor 6 Tahun 2000;

-3. Urrrlang-undang Nomor' 1 Tahun 2003 tent-ang Pembentukan
Kabupaten t{zrlrnahera Uta,ra, Kakrupaten l{almahera Selatan, Kabupat.er;
Kepulauan Sula, Katrupaten Halmtrhera Timur dzrn Kota Tidore Kepulauan r1r

Propinsi Maluku Utar-a (Lembaran Negara Republik Itrdonesia Tahun 2003
l{omor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a26\;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangiln Negara (Len-rbaran
Negar-a RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor a286|;

5" Undang,undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem llerencanaalt
Pembangunan Nasional {Lemharan Negru-a RI Tahun 2AO+ Nomor 1O4,
Tarnbahan Lemharan Negara RI Nornor '1421);
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6" Ur-rclang-Unclang Nornor 33 lahurr 2OO4 tentang Perinlban5Jan Keuangan altan-a
Pernerintah Pusat clan Pemerinurhan Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2004
}lornor 126, Tamba-tran tembar-ein Negara RI Nomor 4438);

7" Undang-undalg Nomor 12 Tahun '2Afi tentang Pembentukan Peraturzur
Perundang-undangar;

li. Undang-uneiang Nornor 23 Tahr-rn 2014 ten&-rng Pemerintahan IJaerah;

9. Feriatu.r-r.ul Pemedntah Nomor 55 Ta"hun 2005 tentang Dana Perirnbangan
(Lembaran Negara RI Tahr-rn 2005 Nomor 139, Tanibahan Lembarau Negara RI
Nomor @577);

1O. Peraturan Menteri Da,lam Negeri Nornor 59 Tahun 2O07 tentang Perubatrall
Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 'fentang Pedornan
Pengelolaan Keuangan daerah;

11. Peraturan Pemerinkrh Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang Pernbagian Urusan
Pernerintahan Antara Pemerintah, Pelnerintah Daera-h Propinsi, da:r Pemerintah
Daerah Katrupaten/Kota (Leurl-laran Negara RI Tahun 2AO7 Nomor 82,
Tambahan I-embaran Negara RI Nomor 47371;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tnhun 2008 tentang Tahapan, Tata Ciua
Penyusunan, Pengendalian dan Eva-luasi Pelaksanaan l?encana Pembangunan
Daerah (Lemhai'an Negara R.I Tahun 2008 Nomor 21, TambaheLn Letnbaran
Negara RI Nomor 4817);

i3. Peraturan Penrerintah Nomor 12 Talmn 20tr9 tentang Pengelolaan Keuiingan
Daerah;

14. tseraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OL1 tentang Pedoman
Penyusunan, Fengenrlalian dan trvaluasi Rencana Kerjcr Pernbangunal
Daerah Tahr-rn 2016:

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahurr 2018 tentang
Pemberrtukan Produk Hukum Daerah;Peraturan Menteri Dalarn Negeri
Republik Indonesia Nornor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pereltcanaan,
Fengendalirr rlan llvaluasi Pembangunal Daerah, Tata Cara Evalttasi
ltencana Peraturan Darah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pan'iang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renc;rna
Kerja Pemerintah Daer-ah (Berita Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2Gi7
Nornor1312);

ib. Peraturan Mente.ri Dalam Negeri Nomor 12A Tahun 20IB tentang
Pernhentllkan Produk l{ukurn Daerah;

i7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
J'eknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nornor 2 Tahun 2015 tentartg
Rencana Pemtrangunan Jmgka fulenengah L)aerah Provinsi Mah,rku Utara
Tahun 2A14 - 2Al9;

19. Peraturan Daerah l{abupaten Halrnahera Barat Nornor .5 Tahun 2012 tentang
Prosedur Perencanaan Pcmbangunan rlan Penganglaran l)aerah Kabupaten
Htrlmahera Barat;

20. Peraturan L)aerah Kabuparten Halrnahera llar-at Nomor 4.A Tahun 2016
tentang Rencalra Pembangunan Jangka Menengah Daernlt (RFJMD) Kab.
I-{almahera Barat Tahun 2076-2427:

21, Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera Balat Nomor er Tahun 2016 tentang
PemLrentukan dant Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halrnahera Barat.
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Memperhatikan : Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjarrg Daerah (RP.IPD 2OO5-
2025) Kabupaten [{a]mahera Barat.

MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TtrNTANG RENCANA KtrRJA PEMBANGUNAN
DAERAH (RKPD) KABUPATEN HAI,MAHtrRA BARAT TAHUN 2022

BAB I
KT'TENTUAN UMUM

Pasnl 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabttpaten Halmahera Barat;
b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah

clan DPRD menurut azas otonomi daerah dan tugas pembamtuam dengan prinsip Negara

Kasatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang l)asar
Negara Republik Inrionesia Tahun 1945;

c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelengga,ra pemerintah daerah;

d" Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat;
e. De'ivan Perrvakilan Rakyat Daerah, yang selaniutnya disingkat DPRD adalah Dervan

Perwakilan Rakyat Kabupaten Flalmahera Barat sebagai Lrnsur penyelengga-ra Pemerintah
Daerah;

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD arlalah Perangkat
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selaku pengguna anggaran/trarang
yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

g. Bzrdan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yarlg selanjutrrl'a clisingkat
dengan BP3D adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahal yang
melaksalakan tugas dan mengkoortlinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Barat;

h. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnva disingkat RPJML)

adalah dokumen perencanaan Kabupaten Flalmahera Barat Tahun 2021-2026 yang
memuat visi, misi, dan program kepala daerah;

i, Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk perio<le 2027-2A'26 yang memuat visi, misi, dan
prograrn kerja SKPD;

j Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjut.nlra disingkat RKPD adalah dokurnen
perencanaan daerah untuk periode I (satu) ta.hun -v*akni tahun 2015 atau disebut dengarr
Rencana Pernbangunan Tahunan Daerah;

k" Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen
Perencalaan SKPD untuk periode I (satu) tahun yakni tahun 20'2'2;

l. Anggaran Pendapata,n dal Belanja Daerah yerng selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oieh Pemerintah Daerah

dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
m- Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan 1'ang diinginkan pada akhit' periode

perencanaan;
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n. Misi artralah rltrnusan Ltmutn rnelrgenai upaya-Llpaf'a )'ang akan dilaksanakan untuk
nieu.ujudkan visi;

o. Strategi adalah langkzrh-langkah berisikan program-program indikatif untuk meu,uiudkan
visi dan misi;

p. Kebijakan ada-la arahTtinrlakan yang rliarnbil oleh pernerintah daerah untuk menr:apai

tujuan;
q. Frogram adalnh instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan Yang

diiaksanakan oleh sat.uan kerja perangkat riaerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
sei'ta unluk memperotreh alokasi ittlg;{aran.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasa-l 2

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Barat

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yakni tahun 2A22 yang disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I

BAB iI

BAB III

BAB IV

EAB V

BAB VI

PENDAHUI,UAN

trVAI,UASi PTLAKSANAqN RKPD TAHU}i LAI-U

RANCANGAN KERANGKA DKONOMI DAtrRAFI BtrSIIRTA KBRANGKA

PtrNDANAAN

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUT{AN DAERAH TAHUN 2022

RI]NCANA IJROGRAM I]AN KtrGIATAN PRIORITAS TAHIJN 2022

PtrNUTUP

Pasal 3

iU RKFII sebagairnana dimaksurt pada Pasal 2 merupakan penjabaran cLari I{P.IMI)

i(a"bupaten F{almahera Barat Tiihun 2021-2A26 yang berisi kerangka ekonotni dar:rnli,
progrant prioritas pemltangunan claerah, rencana kerja dan pendauaannya serta
prakiraan maju riengan mempertrmbangkan kerangka pendanaan dan pagu inclikatif. baik

"yang bersumber dari APIID nraupLrn sumtrcr surnber lain yang diternpuh dengan
irr enrlorong partisip asi rna syarak trt-

{2) I}enetaparn program prioritas ber-orientasi pada pernenuhan hak-hak clasar masYarakat
rlan penca paian ke a dilan -v-ang be rke sinam bttngan dan b erketranj utan.

i3) -riraian iengkap RKPD terceurt.um pada iampiratn vang mel'upakan bergian yang tirlak
terpisnhkan dari Per-aturanl Bupati"

Pasal 4

(1,1 RKPD setlagaimana vang dimaksud pada Pasal 2 digunakan sebagai perloman untuk
menvusufl dokurnen kebijakan umum APBD, penetapa:r plafon anggaran sementara APRIJ
rlan rancangan APBII Tahun Anggaran 202'2.
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Seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, tert-ltama
pemerintahan daerah berkervaj iban nl elaksanakan RKPD -

unsur penyelenggara

dan kegiatan
filngsirrya.

Scluruh Kepala SKPD berkervaiiban melal<sanakem prioritas progl'am
pernbangunan yang tertuiLng rlaianl RKPII sesuai dengan tugas pokok dan

{U
{2j

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Bupati melakukan pengendalian terhadap peiaksanaan RKPD-
pengendalian dilakukan oleh Bupati melatui Sekretaris Daerah dan pelaksanaannya
dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian darr Pengembangan Daerah untuk
keseluruhan RKPD, sedangkan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan
sesuai dengan tugas ptlkok dan fungsinva"

i3) Prngerrrlaliin oieh i{epala Barlan Perencanaan. Penelitian rian Pengembangilil Daerah
meliputi pemantauanlmonitoring, supervisi dan tindaklanjut penvimpangan l-erhadap

penCetpaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah.

14) Pernantauan/monitoring pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Kepala SKPD

sebagairnana dimaksud pada a-vat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penlrerapan

dana rian ken<lala vang dihadaPi.
F{asil pernantaual peiaksana.u'l program dan/atau kegiatan sebagaimana climaksud pacla

ayat (4) disusun daiam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Kepaia Badam
Pelencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian ctrzur Pengembangan Daerah meiaporkan hasil
pernaltauan rlan superl,isi rencana pembangunan setiap trirvulatr kepada Bupati, disertai
ciengan rekomendasi d an langkah -lar rgkah -l'ang diperluka n.

trasal 6

{1) Bupat,i melalui Sekreteu'is Daerah rnelakukan eva,luasi terhadap IiKPD.

i2) iivaluasi sebagaimana dimaksurl dala ayat (1) meliputi eva,lttasi terhaclap kebiiakm
perencanaan, penga1rggal"an, pelnksanaan dan hasil pelaksanaall RKPD.

{3} Evaluasi oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam pelaksanaannya tlilakukan oir:h

I{epala Badan Perencanaan, Penelit.ian dan Pengembangan Dtreratl untuk keseluruhan
pelaksalaan RKPD dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan yarlg dilaksanakan SKPD.

(4) trvaluasi oleh trvaluasi olel"r Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dar-r Pengembangan
f)aerzl-h rneliputi penilaian terhadap seluruh proses perllmusan prioritas dein pelaksanaan
prograrn kegiatan pembangunan; clan menghirnpLln, menganalisis dan menvusnn hasil
irraluasi Kepala SKPD dalarn rangka pencapaiall rencana pemtrangunan daerah.

iS) Hasil evaluasi seLragaimana clinraksud pnda ayat (2) dan a-vat (3) menjadi Lrahan bagi
penyssrrran rencana pembangunan daerah uirtuk periode berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang teknis pelaksanaanya, akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati.

(s)

ir;)
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I]AE V

PENUTUP

i']asal 8

Peraturan Bupati ini muiai trerlaku padn tang55a1 diundangkzut.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan llupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten I'Ialmahera Barat-

L)itetapkan di : Jailolo
Pacla tanggal : 26 Jnii 2021

BUITATI ItALh4;\FIB BARAT,

Diundangkan di : Jailolo
Fnrla tanggal : 26 .Iuli 2A'2I

SF]KRtrTAI{IS DAI]RAII
I(EEUPATEN FIAI,MAHERA I3ARAT.

M. SY RADJAK

]3ERITA lfAtrR{H I{ABUPATEN I-{ALMAHIiRA BAITAT TAHUN 2021 NOMTiR: 23

Saliluut sesuai rzslirtga
Kepala Bagian Ilukuin clan Orgzurisasi

Rerrat-

Jason Lalomo, SH. Lt.M

PE"'ABAT fiRAF
SekreLi.rris .Daerah [f\
Ass ilid lremb, EIco & Kesra m'.-
Kepirla BP3D /-L
Kabag I'Iukurn & Orgs \r//

.]AMtrS UANG


